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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI I 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1 • TNI 

• FORKOPIMDA 

• Kodam Iskandar 

Muda; 

• FORKOPIMDA 

Sumut; 

• Korem 

032/Wirabraja. 

 
Pada tanggal 6 – 9 
Desember 2023. 

Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI Provinsi: 
1. Provinsi Aceh (Banda Aceh), dalam rangka mendapatkan penjelasan 

mengenai: 

a. Kesiapan Kodam Iskandar Muda dalam mendukung 

pengamanan Pemilu Tahun 2024; 

b. Peran dan fungsi Kodam Iskandar Muda dalam pelaksanaan 

tugas pokok TNI. 

2. Provinsi Sumatera Utara (Medan), dalam rnagka mendapatkan 

penjelasan mengenai: Peran Ketua Forkopimda Sumut Dalam 

Mengawal Tahapan Pemilu yang Jurdil. 

3. Provinsi Sumatera Bara (Padang), dalam rangka mendapatka 

penjelasan mengenai: 

a. Peran Korem 032/Wirabraja dalam mewujudkan keamanan 

wilayah yang tangguh terhadap berbagai kerawanan dan 

ancaman dengan kondisi dukungan Alutsista, sarana 

prasarana, dan kesejahteraan prajurit yang ada; 

b. Peran dan fungsi Korem 032/Wirabraja dalam pelaksanaan 

tugas pokok TNI. 

 



Masa Reses II Tahun Sidang 2023-2024 
(06 Desember 2023 – 15 Januari 2024) 

 

2 

 

LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI II 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  • Pemerintah Daerah 

• KPU 

• Bawaslu 

• Kementerian ATR/BPN 

a. Pelaksanaan undang-undang; 

b. Pelaksanaan keuangan negara; 

dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

Tanggal 6 – 10 Desember 2023. 

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI pada Reses Masa 

Persidangan II Tahun Sidang Tahun 2023-2024 ke Provinsi 

Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Bali. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI III 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Penyusunan  
RUU tentang Penyadapan 

--- Sesuai dengan hasil rapat Komisi III DPR RI dengan 
Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI pada tanggal 
13 November 2023, bahwa Tim BKD akan merevisi 
kembali RUU tentang Penyadapan berdasarkan 
masukan Anggota Komisi III DPR RI. 
 

RUU Usul Inisiatif Komisi III DPR 
RI 

2. Penyusunan  
Rancangan Peraturan DPR RI 
tentang Pembentukan Tim 
Pengawas Pemberantasan 
Terorisme (TPPT) 

--- Tim Badan Keahlian DPR RI masih memperbaiki 
Rancangan Peraturan DPR RI tentang TPPT 
berdasarkan masukan Komisi III tanggal 31 Januari 
2023. 

Amanat Pasal 43J UU Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme. 
 

3. Pembahasan 
RUU tentang Hukum Acara Perdata 
(selanjutnya disebut dengan  
RUU tentang HAPER) 
 

--- Komisi III masih menunggu kesiapan Pemerintah 
dalam melakukan Pembahasan RUU tentang Haper. 
 
 

 

4. Pembahasan  
RUU tentang Perubahan Kedua atas 
UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika 
(selanjutnya disebut dengan  
RUU tentang Narkotika) 
 

--- Komisi III masih menunggu revisi draf RUU tentang 
Narkotika dari Pemerintah yang selanjutnya draf 
RUU tersebut akan disampaikan kepada masing-
masing fraksi untuk dipelajari. 
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

5. Pembahasan 
RUU tentang Perubahan Keempat 
atas UU Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi 
(selanjutnya disebut dengan 
RUU tentang Mahkamah Konstitusi) 

--- Rapat Panja tanggal 29 November 2023 dengan 
agenda laporan Timus/Timsin ke Panja dan Panja 
melanjutkan pembahasan draf RUU tentang 
Mahkamah Konstitusi. 
 
Pembahasan draf RUU tentang Mahkamah 
Konstitusi akan dilanjutkan pada Masa Persidangan 
III Tahun Sidang 2023-2024 yang akan datang. 
 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN  

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN  

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 1. Kepolisian Daerah 
2. Kejaksaan Tinggi  
3. Kanwil Kemenkumham 
4. BNN Provinsi 
5. Peradilan Tinggi (Pengadilan Tinggi, 

Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara, dan 
Pengadilan Tinggi Militer)  

Kunjungan Kerja Reses 
Masa Persidangan II 
Tahun Sidang 2023-2024 
tanggal 8 s.d. 12 
Desember 2023. 

Sesuai Keputusan Rapat Intern tanggal 1 November 2023, 
bahwa pada Masa Reses MP II TS 2023-2024 Komisi III 
DPR RI ke Provinsi: 
1. Jawa Tengah, tanggal 8 s.d. 12 Desember 2023 
2. Jawa Timur, tanggal 8 s.d. 12 Desember 2023 
3. Sumatera Utara, tanggal 8 s.d. 12 Desember 2023 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IV 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  RUU tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya 
 

- 
 

- Pembahasan Tk. I RUU. 
 
 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO PIHAK/WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; 
2. Pemerintah Kota Lubuklinggau;  
3. Pemerintah Kabupaten Musirawas; 
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 
5. Kementerian Pertanian; 
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
7. Badan Pangan Nasional; 
8. Perum BULOG; 
9. PT Rajawali Nusantara Indonesia/ Holding 

Pangan ID FOOD; 
10. PT Pupuk Indonesia (Persero); 

Kunjungan Kerja Reses 
ke Provinsi Sumatera 
Selatan tanggal 6 s.d. 10 
Desember 2023. 
 
 

a. Kunjungan ke Wisata Alam Bukit Sulap Taman 
Nasional Kerinci Seblat dalam rangka meninjau 
Pembangunan di Kawasan Konservasi Bukit 
Sulap. 

b. Kunjungan ke Kawasan Pertanian Terpadu 
dalam Upaya Pengembangan Komoditas 
Cabai di CV Mutiara Bonggol, Lubuklinggau. 

c. Kunjungan ke Broodstock Center Musirawas 
dalam Upaya Pengembangan Budi Daya Ikan 
di Kabupaten Musi Rawas. 
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NO PIHAK/WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

11. CV Mutiara Bonggol (Kelompok Tani 
Anugrah Tani Mandiri); 

12. Petani Cabai Lubuklinggau. 

2. a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 
b. Pemerintah Kota Balikpapan;  
c. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser 

Utara; 
d. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
e. Kementerian Pertanian; 
f. Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 
g. Badan Pangan Nasional;  
h. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; 
i. Perum Bulog;  
j. PT Rajawali Nusantara Indonesia/ Holding 

Pangan ID FOOD; 
k. PT  Pupuk Indonesia Holding Company;  
l. PT Inhutani; 
m. Pegiat Konservasi Kota Balikpapan; 
n. Kelompok Tani.  
 
 

Kunjungan Kerja Reses 
ke Provinsi Kalimantan 
Timur tanggal 12 s.d. 16 
November 2023. 
 

a. Kunjungan dan Diskusi di Kantor BPSPL 
Pontianak Satker Balikpapan mengenai 
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di 
Kalimantan Timur serta Penyediaan Ikan dan 
Produk Perikanan Berkualitas ke Wilayah IKN. 

b. Kunjungan dan Diskusi di Kantor Perum Bulog 
Divre Klandasan Ilir mengenai Kesiapan 
Pangan jelang Hari Natal 2023 dan Tahun 
Baru 2024 serta Ketersediaan Pupuk untuk 
Masa Tanam pada Akhir Tahun 2023. 

c. Kunjungan ke Lokasi Pembangunan IKN 
Nusantara (TitiK 0, Lokasi RHL, dan 
Persemaian Mentawir) di Kabupaten Penajam 
Paser Utara serta Diskusi di Persemaian 
Mentawir mengenai Kegiatan Penyiapan Bibit 
Tanaman Hutan serta Pemulihan Ekosistem 
dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah 
IKN dan sekitarnya. 

 

3. a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 
b. Pemerintah Kabupaten Maros;  
c. Pemerintah Kota Makassar; 
d. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
e. Kementerian Pertanian; 
f. Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 
g. Badan Pangan Nasional; 
h. Perum BULOG; 

Kunjungan Kerja Reses 
ke Provinsi Sulawesi 
Selatan tanggal 13 s.d. 
17 November 2023. 
 
 

a. Peninjauan Fasilitas Balai Riset Perikanan 
Budi Daya Air Payau dan Penyuluhan 
Perikanan Maros dan Diskusi mengenai 
Pengembangan Perikanan Budi Daya di 
Sulawesi Selatan. 

b. Diskusi mengenai Persiapan Masa Tanam, 
Ketersedian Pupuk, dan Ketersediaan Bahan 
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NO PIHAK/WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

i. PT Rajawali Nusantara Indonesia/ Holding 
Pangan ID FOOD; 

j. PT Pupuk Indonesia (Persero); 
 

 

Pangan Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan 
di BPTP Provinsi Sulawesi Selatan. 

c. Diskusi mengenai Penanganan dan 
Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar 
Dilindungi antar-Pulau di Provinsi Sulawesi 
Selatan di Kantor Kantor Balai Besar 
Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI V 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  - KEMENTERIAN PUPR 
Ditjen Bina Marga 
Ditjen SDA 
BPJT dan BUJT 

 
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

Ditjen Perhubungan Udara,  
Ditjen Perhubungan Laut,  
Ditjen Perkeretaapian,  
Ditjen Perhubungan Darat. 
PT.KAI, PT AP1, PT. AP II, PT Pelindo, 
PT Pelni dan PT. ASDP. 
LPPNPI/AIRNAV 

 
-  BMKG 
-  BASARNAS.  

Kunjungan Kerja Masa  Reses 
dilaksanakan pada tanggal 6  s.d. 10 
Desember 2023. 
 
(Masa Persidangan  II  
Tahun Sidang 2023-2024) 
 

Kunjungan Kerja ke: 

1. Sulawesi Selatan (Makassar) 

2. Jawa Timur (Surabaya) 

3. Sumatera Utara (Medan)  
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VII 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 1. PT Timah Tbk,  

2. PT PGN  

3. PT PLN 

Kunjungan Kerja Reses 

Komisi VII DPR RI ke 

Provinsi Kepulauan Riau 

Batam tanggal 6-10 

Desember 2023. 

1. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI 
mendorong PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk 
melakukan perluasan pengguna jaringan gas rumah 
tangga non APBN sebagai upaya substitusi impor LPG 3 
Kg yang saat ini membebani keuangan negara. 

2. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI 
mendorong PLN Batam untuk terus meningkatkan 
keandalan energi listrik untuk industri maupun rumah 
tangga guna pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang 
berkelanjutan. 

3. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI 
mengapresiasi PT Timah Tbk atas pencapaiannya 
mendapatkan Proper Emas dari Pemerintah Provinsi 
Kepulaun Riau dan agar PT Timah Tbk secara konsiten 
terus memastikan kelestarian lingkungan terutama 
kegiatan pasca tambang baik onshore maupun offshore. 

4. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI 
mendorong PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Timah 
Tbk, dan PLN Batam untuk mempersiapkan dan membuat 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

skema dalam menyambut peluang pembukaan wilayah 
industri baru seperti Rempang Eco City dengan 
memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan dan 
keadilan bagi masyarakat. 

2. 1. PLTP Lahendong  

2. PT PGE  

3. PT PLN 

 

Kunjungan Kerja Reses 

Komisi VII DPR RI ke 

Provinsi Sulawesi Utara 

tanggal 6-10 Desember 2023. 

1. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI 
mengapresiasi kinerja dan sinergi PT Pertamina NRE, PT 
Pertamina Geothermal Energi Tbk. dan PT PLN Indonesia 
Power dalam pemanfaatan dan pengembangan tenaga 
panas bumi di Lahendong guna memasok kebutuhan 
listrik yang murah, bersih dan rendah emisi karbon di 
provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. 

2. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI 
mendorong agar Kementerian ESDM RI melakukan 
koordinasi secara intens dengan Kementerian Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup RI untuk mendapatkan solusi 
optimal terkait isu eksploitasi tenaga panas bumi yang 
berada di kawasan hutan lindung dan wilayah konservasi 
alam.  

3. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI 
mendukung PT Pertamina NRE dan PT Pertamina 
Geothermal Energi Tbk. untuk terus melakukan 
pengembangan dan pemanfaatan panas bumi hingga 
mencapai kapasitas 1 GW dalam 2 tahun ke depan. 

4. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI 
memberikan apresiasi pada PT PLN (Persero) dan PT 
PLN Indonesia Power yang berhasil memanfaatkan energi 
baru dan terbarukan hingga mecapai 40 % pada sistem 
kelistrikan Suluttenggo (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah 
dan Gorontalo). 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

5. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI 
mendukung PT PLN (Persero) dan PT PLN Indonesia 
Power untuk meningkatkan keandalan dengan cara 
melaksanakan rencana konektivitas sistem kelistrikan 
Suluttenggo dan Sulbagsel (Sulawesi Bagian Selatan) 
sehingga kelebihan pasokan listrik di bagian Utara dapat 
di transmisikan ke bagian Selatan. 

6. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI akan 
merekomendasikan agar dilakukan Rapat Kerja dengan 
Kementerian ESDM RI dan kementerian terkait lainnya 
untuk mencari solusi optimal guna mengakselerasi 
pengembangan potensi tenaga panas bumi. 

3. Progres Pembangunan 

Proyek GRR Tuban dan 

PLTMG Bawean 

Kunjungan Kerja Reses 

Komisi VII DPR RI ke Gresik 

Provinsi Jawa Timur tanggal 

6-10 Desember 2023. 

1. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendorong PT 
Pertamina (Persero) agar proyek GRR Tuban dapat 
berjalan on schedule dan onstream pada tahun 2028. 

2. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI berharap agar 
PLTMG Bawean dapat meningkatkan kinerjanya. 

3. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI sangat 
mengapreasiasi komitmen PT Pertamina (Persero) dan 
PT PLN (Persero) dalam hal menjamin ketersediaan, 
keamanan dan kelancaran distribusi energi dalam negeri. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VIII 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja Reses MP II 
MS 2023-2024 

Kunjungan Kerja 
Pengawasan ke Provinsi 
Jawa Tengah, Provinsi 
Yogyakarta, dan Provinsi 
Sulawesi Selatan pada 
tanggal 6 s.d. 10 Desember 
2023. 

1. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang agama 

dan pendidikan keagamaan. 

2. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan 

terhadap penyaluran bantuan sosial. 

3. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

4. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan 

terhadap kesiapsiagaan bencana, penanggulangan 

bencana dan juga pembangunan pasca bencana. 

- 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IX 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja Reses Komisi 
IX DPR RI 

Kota Palembang Provinsi 
Sumatera Selatan tanggal 
6 s.d. 10 Desember 2023 
 

Kunjungan Kerja Reses 
Komisi IX DPR RI Masa 
Persidangan II Tahun 
Sidang 2023-2024 dipimpin 
oleh Ibu Dr. Hj. Kurniasih 
Mufidayati, M.Si/Wakil 
Ketua Komisi IX DPR 
RI/Fraksi PKS. 
 

Anggota Tim Komisi IX DPR RI melaksanakan 
Kunjungan Kerja terkait: 
1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI;  

2. Menggali informasi realisasi program dan 
kegiatan yang dibiayai APBN  

3. Memetakan permasalahan masyarakat dan 
memonitor pelaksanaan program 
Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX 
DPR RI di Provinsi Kalimantan Utara; 

4. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi 
Kalimantan Utara terkait proses legislasi dan 
perumusan kebijakan pemerintah pusat yang 
berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR 
RI. 

2. Kota Balikpapan Provinsi 
Kalimantan Timur tanggal 
6 s.d. 10 Desember 2023. 

Kunjungan Kerja Reses 
Komisi IX DPR RI Masa 
Persidangan II Tahun 
Sidang 2023-2024 dipimpin 

Anggota Tim Komisi IX DPR RI melaksanakan 
Kunjungan Kerja terkait: 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

oleh Bapak Emanuel 
Melkiades Laka Lena/Wakil 
Ketua Komisi IX DPR 
RI/Fraksi Golkar. 

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI; 

2. Menggali informasi realisasi program dan 
kegiatan yang dibiayai APBN; 

3. Memetakan permasalahan masyarakat dan 
memonitor pelaksanaan program 
Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX 
DPR RI di Provinsi Kalimantan Utara; 

4. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi 
Kalimantan Utara terkait proses legislasi dan 
perumusan kebijakan pemerintah pusat yang 
berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR 
RI. 

3. Kota Manado Provinsi 
Sulawesi Utara tanggal 6 
s.d. 10 Desember 2023. 

Kunjungan Kerja Reses 
Komisi IX DPR RI Masa 
Persidangan II Tahun 
Sidang 2023-2024 dipimpin 
oleh Bapak Charles 
Honoris/Wakil Ketua Komisi 
IX DPR RI/Fraksi PDIP. 

Anggota Tim Komisi IX DPR RI melaksanakan 
Kunjungan Kerja terkait: 
1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI; 

2. Menggali informasi realisasi program dan 
kegiatan yang dibiayai APBN; 

3. Memetakan permasalahan masyarakat dan 
memonitor pelaksanaan program 
Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX 
DPR RI di Provinsi Kalimantan Utara; 

4. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi 
Kalimantan Utara terkait proses legislasi dan 
perumusan kebijakan pemerintah pusat yang 
berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR 
RI. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI X 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 
 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 
 
 

Kemendikbudristek RI Kunjungan Kerja Reses 
Komisi X DPR I ke Kota 
Padang Panjang Provinsi 
Sumatera Barat tanggal 6 - 
10 Desember 2023. 

Berdasarkan data dan hasil kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kota 

Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, Komisi X DPR RI 

merekomendasikan sebagai berikut: 

1. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi 

a) Mendorong Kemendikbudristek RI bersama Pemkot Padang 

Panjang, untuk berkoordinasi dalam penyelesaian masalah 

utama pendidikan, yaitu peningkatan sarpras, terutama IT untuk 

mendukung digitalisasi pendidikan, dan meyelesaikan kendala 

distribusi guru PPPK dalam memenuhi rasio kebutuhan guru 

terutama di sekolah swasta.  

b) Mendorong Kemendikbudristek RI untuk memberikan santunan 

bagi mahasiswa korban Gunung Marapi Sumatera Barat, 

memperluas jumlah dan kuota penerima KIP-Kuliah khususnya 

bagi mahasiswa asal Padang Panjang. 

2. Bidang Kebudayaan 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Mendorong Kemendikbudristek RI dan Kemenparekraf/Baparekraf 

RI untuk mendukung upaya Badan Koordinasi Seni Indonesia dalam 

menghidupkan kembali Southeast Malay Festival sebagaimana 

telah dilaksanakan oleh ISI Padang Panjang pada tahun 2012. 

3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

a) Mendorong Pemprov Sumatera Barat, Pemkot Padang Panjang 

dan Pemkab/kota di sekitarnya untuk lebih kolaboratif dalam 

pengembangan Parekraf, di antaranya peningkatan infrastruktur 

dalam memudahkan aksesibilitas bagi wisatawan. 

b) Mendesak Pemeritah untuk mengalokasikan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) untuk sektor Pariwisata untuk Kota Padang 

Panjang. 

4. Bidang Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan 

Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Padang 

Panjang untuk berkoordinasi dalam penyelesaian pembangunan 

Padang Panjang Sport Center melalui dukungan anggaran dari 

APBN. 

5. Bidang Perpustakaan dan Literasi  

Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Padang 

Panjang berkoordinasi dalam pengalokasian DAK untuk 

meningkatkan pemerataan dan pemenuhan layanan perpustakaan 

dengan mengatasi kendala fasilitas/sarana teknologi informasi 

digital, bahan dan koleksi, serta kesejahteraan tenaga 

perpustakaan.  
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

2.  Kunjungan Kerja Reses 
Komisi X DPR I ke Kota 
Banjarbaru Provinsi 
Kalimantan Selatan tanggal 
6 - 10 Desember 2023. 

Berdasarkan data dan hasil kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kota 

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi X DPR RI 

merekomendasikan sebagai berikut. 

1. Komisi X DPR RI mendukung Pemerintah Pusat memberikan 

fasilitas penunjang yang layak untuk Kota Banjarbaru dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan 

Selatan, khususnya terkait fasilitas infrastruktur pariwisata dan 

olahraga. 

2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk secara 

berkesinambungan memperbaiki pola sosialisasi dan 

pendampingan kepada Pemda dan satuan pendidikan terkait 

mekanisme penyaluran dana batuan pendidikan, antara lain PIP 

dan BOS. 

3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk segera 

menyosialisasikan kebijakan Merdeka Belajar Episode 26 yang 

dituangkan melalui Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dengan melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan pendidikan tinggi (LLDIKTI) agar 

penyelenggaraan PTS mengetahui dan memahami substansi 

penyederhanaan akreditasi dan beban biaya akreditasi wajib yang 

ditanggung Pemerintah. 

4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk segera 

mengevaluasi dan menyusun strategi implementasi bagi daerah 

yang sudah memiliki Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

yang telah disahkan melalui Perda, namun belum mampu 

melaksanakan pemajuan kebudayaan.  

5. Komisi X DPR RI c.q. Panja RUU Kepariwisataan untuk 

mempertimbangkan masukan dari pemangku pariwisata Kota 

Banjarbaru terkait substansi RUU Kepariwisataan, yaitu: pertama, 

peningkatan penerapan pengelolaan pariwisata keberlanjutan, 

kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, ketiga, 

peningkatan SDM kepariwisataan, keempat, pemberdayaan 

masyarakat lokal serta penguatan regulasi terkait pariwisata 

berbasis teknologi,  kelima, penyesuaian kebiasaan dan budaya 

pariwisata pasca Covid-19 dan keenam, revisi UU Kepariwisataan 

mampu mencerminkan evolusi dinamika industri pariwisata dan 

perubahan kebutuhan masyarakat. 

6. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk segera: 

a. Memperbaiki pola sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2022 tentang Keolahragaan agar Pemerintah Daerah memahami 

substansinya dan  menjadi panduan pemerintah daerah 

merencanakan dan melaksanakan program-program pembinaan 

olahraga prestasi dan masyarakat. 

b. Membuat skema pendampingan bagi Pemerintah Daerah dalam 

menyusun dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan 

daerah (DOD) untuk mendukung pembinaan olahraga di daerah 

baik dari sisi dukungan infrastruktur olahraga maupun anggaran 

pembinaan olahraga di daerah.  
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

7. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk meningkatkan 

koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memfasilitasi  

program-program pembinaan karakter dan pemberdayaan ekonomi 

pemuda di daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 

Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor 

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. 

8. Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas RI untuk melakukan 

evaluasi dan inventarisasi kondisi sarana layanan perpustakaan 

keliling yang dimiliki perpustakaan daerah, untuk selanjutnya 

dilakukan kajian yang bertujuan melakukan revitalisasi sarana 

layanan perpustakaan keliling. 

3.  Kunjungan Kerja Reses 
Komisi X DPR I ke Kota 
Pasuruan Provinsi Jawa 
Timur tanggal 6 - 10 
Desember 2023. 

Berdasarkan data dan hasil kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kota 

Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Komisi X DPR RI merekomendasikan 

sebagai berikut. 

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI bersama 
KemenPANRB dan juga pemerintah daerah untuk menyelesaikan 
persoalan mengenai kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, 
khususnya terkait rekrutmen guru dan tenaga pendidikan ASN 
PPPK. 

2. Komisi X DPR RI mendesak Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek 
RI untuk terus melakukan evaluasi pelaksanaan pemajuan 10 OPK 
di daerah dan menyosialisasikan hasil kongres Kebudayaan 
Indonesia 2023, terutama dengan 10 gagasan hasil kongres 
tersebut.  

3. Komisi X DPR RI mendukung upaya dan langkah-langkah Pemda 
Kota Pasuruan untuk mengembangkan wisata religi dan wisata 
budaya, utamanya pembangunan taman tematik Krampyangan.   
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

4. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk mendukung 
pemerintah Kota Pasuruan untuk membangun fasilitas youth center 
dan bumi perkemahan guna menunjang pembinaan kepemudaan 
dan kepramukaan.  

5. Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas RI dan K/L lain terkait 
serta pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan 
literasi, di antaranya dengan mengatasi persoalan kurangnya bahan 
bacaan di perpustakaan daerah.  
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI XI 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja Reses 

Komisi XI DPR RI 

Kunker ke Provinsi Bali, Kota Denpasar 

tanggal 6 – 10 Desember 2023. 

Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang 

dan Kebijakan Pemerintah oleh Komisi (Kunjungan Kerja 

Reses). 

- 

2. Kunker ke Provinsi Bali, Kabupaten 

Klungkung tanggal 6 – 10 Desember 

2023. 

 

3. Kunker ke Provinsi Bali, Kabupaten 

Tabanan tanggal 6 – 10 Desember 

2023. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

BADAN LEGISLASI 
 

NO JUDUL RUU/PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. DPRD Provinsi Jambi Badan Legislasi menerima 

Audiensi pada Jumat, 8 

Desember 2023 pukul 10.00 

WIB. 

1. Kepala Bagian dan Tenaga Ahli Badan Legislasi 

menerima kunjungan Bapemperda DPRD Provinsi Jambi. 

2. Diskusi/konsultasi yang berlangsung terkait dengan aturan 

dalam rangka pengajuan draf RUU, pengajuan anggaran 

RUU, dan informasi penggunaan e-perda yang diterapkan 

oleh Pemerintah. 

 

2. Mahasiswa Fakultas 
FISIP Universitas 
Nasional Jakarta 

Badan Legislasi menerima 

Audiensi pada Senin, 8 Januari 

2023 pukul 10.00 WIB. 

1. Kepala Bagian dan Tenaga Ahli Badan Legislasi 

menerima kunjungan Mahasiswa Fakultas FISIP 

Universitas Nasional Jakarta. 

2. Audiensi yang berlangsung diadakan dengan tema 

“menyongsong Indonesia emas 2045” serta pengenalan 

tugas dan fungsi Badan Legislasi DPR RI. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. BKSAP - ABA Kunjungan Delegasi 
BKSAP dalam rangka 
Pembentukan Asosiasi 
Parlemen Bahasa 
Indonesia-Melayu ke 
Malaysia tanggal 8-9 
Desember 2023. 

Kunjungan Delegasi BKSAP dalam rangka Pembentukan Asosiasi 
Parlemen Bahasa Indonesia-Melayu ke Malaysia, dipimpin oleh Dr. H. 
Fadli Zon (Ketua BKSAP), didampingi oleh Ir. H. Achmad Hafisz Tohir 
(Wakil Ketua BKSAP) dan Rojih (anggota BKSAP). 
Tujuan Kunjungan Delegasi antara lain yaitu Merangkum parlemen dan 
anggota parlemen dari negara-negara yang berbahasa Melayu dan 
variasinya guna meningkatkan kesepahaman dan hubungan persahabatan 
antara anggota parlemen dan Memperkuat peran dan pengaruh negara-
negara berbahasa Melayu di tataran geopolitik dunia.  
Delegasi BKSAP mengadakan pertemuan dengan:  

1. Ketua Dewan Rakyat Parlimen Malaysia, Yang di-Pertua Tan Sri Dato’ 

Johari bin Abdul.  

Pada pertemuan bilateral ini disepakati beberapa poin dalam penguatan 
kerja sama antar kedua parlemen. Pertama, usulan terkait 
pembentukan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu. Inisiasi 
pembentukan asosiasi ini datang dari BKSAP DPR RI mengingat 
besarnya jumlah penutur bahasa Indonesia-Malayu di seluruh dunia 
yang mencapai lebih dari 300 juta orang. Kedua parlemen, DPR RI dan 
Dewan Rakyat Malaysia, sepakat mengusulkan bahasa Indonesia-
Melayu sebagai bahasa kerja di lingkungan ASEAN dan AIPA melalui 
pengajuan resolusi yang akan dijajaki pada Sidang Umum AIPA ke-45 
di Laos pada tahun mendatang. Kedua parlemen juga sepakat untuk 
saling bersurat secara resmi untuk membahas inisiasi ini lebih lanjut. 
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Kedua, adalah terkait kerja sama untuk memperkuat industri sawit di 
pasar internasional. Delegasi DPR RI menganggap bahwa penting bagi 
Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia untuk 
bersatu dan memperjuangkan industri kelapa sawit yang berbasis pada 
pertanian rakyat. Hal ini diperlukan untuk menghadapi tuntutan Uni 
Eropa terhadap sawit Indonesia dan Malaysia yang memberikan 
prasyarat "ramah lingkungan" agar dapat memasuki pasar Eropa. Untuk 
itu DPR RI mengusulkan pembentukan task force untuk mengkaji dan 
memperjuangkan industri kelapa sawit bagi kedua negara.  

Kedua parlemen juga sepakat untuk memperkuat dukungan untuk 
masayarakat Palestina. Sebagai bagian dari League Parliamentarians 
for Al-Quds, Indonesia dan Malaysia selalu konsisten untuk 
menyuarakan kemerdekaan Negara Palestina. Kedua parlemen juga 
menyepakati komitmen untuk terus menyerukan kecaman terhadap aksi 
genosida dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap 
masyarakat Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur.  

2. KBRI Kualalumpur  
Delegasi juga menyampaikan agar KBRI Kuala Lumpur dapat terus 
bersinergi dengan DPR RI dalam meningkatkan hubungan bilateral 
antar negara terutama hubungan baik dengan parlemen.  Baik DPR RI 
dan KBRI Kuala Lumpur berharap adanya implementasi dari hasil 
kesepakatan yang telah dicapai melalui pertemuan dengan Parlimen 
Malaysia, dan ke depannya hubungan bilateral kedua negara semakin 
erat. Dubes RI untuk Malaysia menyampaikan harapan agar 
dibentuknya Grup Kerja Sama Parlemen Indonesia-Malaysia agar dapat 
lebih menyuarakan kepentingan Indonesia melalui diplomasi parlemen.  
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Hal ini ditanggapi oleh Ketua Delegasi, Fadli Zon dengan baik dan akan 
menjadi bahan masukan bagi DPR RI. Namun, Fadli Zon juga 
menjelaskan bahwa ketiadaan GKSB antara DPR RI dan Parlimen 
Malaysia bukan penghambat bagi intensitas hubungan kedua parlemen. 
DPR RI dan Parlimen Malaysia tergabung dalam berbagai forum 
regional dan internasional seperti AIPA, APPF, IPU, APA, dan PUIC. 
Hal ini memberikan peluang besar bagi kedua negara bertemu dan 
berdialog secara intensif. 

2. KSI -BKSAP 10th Conference of States 
Parties to the United 
Nations Convention 
Against Corruption (CoSP-
UNCAC) di Atlanta, 
Amerika Serikat tanggal 14 
Desember 2023. 

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Dr. Fadli Zon (F-
Gerindra) memimpin delegasi DPR RI menghadiri 10th Conference of 
States Parties to the United Nations Convention Against Corruption (CoSP-
UNCAC) di Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (14/12/2023) waktu AS. 
 
Saat didaulat menjadi salah satu panelis pada konferensi yang 
diselenggarakan oleh United Nation ini, Fadli menyoroti pentingnya peran 
parlemen dalam mendukung aturan-aturan UN Convention against 
Corruption (UNCAC). 
 
“Parlemen tak hanya berfungsi meratifikasi UNCAC tetapi juga untuk 
mempersiapkan beragam legislasi terkait UNCAC, pengawasan regular 
terkait pelaksanaan UNCAC untuk dapat mengetahui kekurangan dari 
kebijakan anti-korupsi, hingga mendukung ketersediaan anggaran untuk 
melaksanakan berbagai program anti-korupsi”, ujar Wakil Presiden Global 
Organization of Parliamentariants Against Corruption ini. 
 
Turut hadir mendampingi, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (F-
PD), Anggota BKSAP Puteri Anetta Komarudin (F-Golkar), Didi Irawadi 
Syamsuddin (F-PD), Jazuli Juwaini dan Syahrul Aidi Maazat (F-PKS) serta 
Dewi Coryati (F-PAN). 
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3. KSB - BKSAP Penerimaan Delegasi 
National Council Namibia 
oleh Wakil Ketua BKSAP 
DPR RI tanggal 19 
Desember 2023.  

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD) menerima 
kunjungan kehormatan Speaker of the National Council of Namibia, Hon. 
Mr. Lukas Sinimbo Muha di Gedung DPR RI (19/12/23). 

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD) 
mengapresiasi kunjungan yang diadakan oleh delegasi Parlemen Namibia. 
Sebagai informasi, kunjungan kali ini adalah kunjungan ketiga yang telah 
dilakukan oleh Hon. Mr. Lukas Sinimbo Muha sebagai Ketua National 
Council Namibia, dimana pada kesempatan sebelumnya beliau 
mengunjungi Indonesia dalam rangka menghadiri IPU dan P20 pada tahun 
2022. Wakil Ketua BKSAP memandang bahwa kunjungan delegasi 
Parlemen Namibia sebagai bentuk upaya kedua parlemen dalam membina 
hubungan RI-Namibia untuk menjadi lebih erat serta menjadi sarana dalam 
menggali penguatan kerja sama khususnya dalam bidang pendidikan, 
capacity building, kerja sama antar-parlemen, pembangunan 
berkelanjutan, perdagangan dan hilirisasi industri sumber daya alam. 
Selain itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI juga menyampaikan bahwa dalam 
32 tahun hubungan RI – Namibia, hendaknya kedua parlemen dapat terus 
meningkatkan hubungan kerja sama. DPR RI juga berharap agar Namibia 
dapat segera membuka Kedutaan Besar di Jakarta. 

Ketua National Council Namibia, Hon. Mr. Lukas Sinimbo Muha berterima 
kasih atas penerimaan yang hangat oleh DPR RI dan menyampaikan 
bahwa Indonesia selalu menjadi rumah yang hangat bagi delegasi 
Namibia. Ketua Delegasi juga menyampaikan bahwa tujuan utama 
delegasi berkunjung adalah dalam rangka benchmarking study dengan 
Parlemen Indonesia guna meningkatkan mutu pelayanan dan persiapan 
digitalisasi parlemen Namibia. Ketua National Council Namibia juga 
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berharap agar pihaknya dapat mempelajari hubungan dan harmonisasi 
antara pihak legislatif dan eksekutif di Indonesia. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Adv. Tousy J. Namiseb – Secretary to 
the National Council, Mr. Petrus M. Kavhura – Director of the Office of the 
Chairperson, Ms, Auguste T. Shali – Personal Assistant to the 
Chairperson, Suprihartini, S.IP., M.Si – Deputi Bidang Persidangan 
Sekretariat Jenderal DPR RI, Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. – 
Kepala Pusat Perancangan Undang – Undang Bidang Politik, Hukum dan 
HAM, Yaya W. Junardy – Konsul Kehormatan Namibia untuk Indonesia. 
Acara dilanjutkan dengan paparan oleh Deputi Persidangan Setjen DPR 
RI, Plh. Kepala Badan Keahlian/Kepala Pusat Perancangan Undang – 
Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Kepala Biro Pimpinan DPR 
RI serta Tour Building & peninjauan pohon yang ditanam oleh delegasi 
Namibia saat P20 tahun lalu. 

4. KSI - BKSAP Sidang Komite Eksekutif 
GOPAC, di Kota Tashkent, 
Uzbekistan tanggal 20 
Desember 2024. 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon 
menghadiri Sidang Komite Eksekutif GOPAC, organisasi parlemen global 
melawan korupsi atau Global Organisation of Parliamentarians Against 
Corruption di Kota Tashkent, Uzbekistan pada Rabu (20/12). 
 
Kegiatan tersebut diselenggarakan bersamaan dengan penganugerahan 
penghargaan internasional anti-korupsi yaitu 7th Sheikh Tamim Bin Hamad 
Al Thani International Anti-Corruption Excellence Award. 
 
Sebagai Wakil Ketua GOPAC dan Presiden GOPAC Chapter ASEAN atau 
SEAPAC (Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption), Fadli Zon 
menyampaikan beberapa program yang telah dilaksanakan selama 
periode 2022-2023 mulai dari penguatan kapasitas SDM, konferensi anti-
korupsi, serta penguatan jejaring regional dan global. 
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Mengingat referensi kebijakan anti-korupsi pada level regional masih 
kurang seperti terjadi di ASEAN, Anggota Komite Eksekutif GOPAC itu 
juga menegaskan pentingnya peran parlemen dalam implementasi UNCAC 
(Konvensi PBB untuk Anti-Korupsi) dan terus memperkuat jaringan antar 
parlemen dalam pemberantasan korupsi. 
 
Sejalan dengan itu, Fadli Zon juga meyampaikan beberapa inisiatif dan 
rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di ASEAN yang 
terangkum dalam dokumen SEAPAC Regional Action Plan Proposal 2023-
2025 beserta kebutuhan pendanaannya. 
 
Proposal tersebut diterima langsung dan disambut positif oleh Ketua 
GOPAC yaitu Ali Bin Fetais Al Marri dan para Anggota Komisi Eksekutif 
lainnya. 

5. KSB - BKSAP RAPIM 43 BKSAP DPR RI 
tanggal 28 Desember 
2023. 

Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. (F-PGerindra) 
memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-42 secara virtual pada hari Kamis 
(28/12/2023). 
 
Turut hadir secara virtual jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Putu 
Supadma Rudana (F-PD), Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) dan Dr. Sukamta 
(F-PKS). 
 
Rapim membahas berbagai rencana program BKSAP di Masa 
Persidangan II dan III, khususnya partisipasi BKSAP dalam PUIC 
Committee on Palestine, IPU 148, dan PCWTO. Dibahas pula persiapan 
penyelenggaraan sidang 10th World Water Forum dan IPPP-2 pada tahun 
2024. BKSAP juga berencana mengadakan Rapat Koordinasi dengan 
Kementerian Luar Negeri yang telah rutin diadakan setiap awal tahun. 
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Rapat juga membahas perkembangan aktivitas Grup Kerja Sama Bilateral 
dengan negara-negara sahabat, tamu - tamu Parlemen dan kunjungan 
diplomasi perorangan guna memaksimalkan berbagai program kerja 
BKSAP di masa persidangan mendatang. 

6. KSB - BKSAP Courtesy Call Ketua 
BKSAP DPR RI dengan 
Duta Besar Iran untuk 
Indonesia tanggal 4 
Januari 2024. 

Pertemuan antara Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon dengan Duta Besar 
Iran untuk Indonesia H.E. Mr. Mohammad Boroujerdi, pagi ini (4/1/2024), 
membahas mengenai agenda sidang Komite Palestina PUIC dan APA 
yang akan berlangsung di Tehran, Iran pada 10 Januari mendatang. 
 
Pada kesempatan tersebut, BKSAP juga menyampaikan belasungkawa 
dan duka mendalam atas serangan terorisme yang baru terjadi (Rabu, 
3/1/2024) di dekat dekat makam Jenderal Iran Qasem Soleimani, Kerman, 
bagian tenggara Iran, yang menewaskan setidaknya 103 orang. 
 
Parlemen Indonesia terus berkomitmen dan menyuarakan sikap penolakan 
terhadap berbagai bentuk konflik kemanusiaan, termasuk mendesak 
gencatan senjata (ceasefire) Israel dan sekutunya terhadap kependudukan 
Palestina. 

 

7. KSB - BKSAP Working Lunch Ketua 
BKSAP DPR RI dengan 
Duta Besar Australia untuk 
Indonesia tanggal 4 
Januari 2024. 

Ketua BKSAP DPR RI menghadiri jamuan makan siang oleh H.E. Ms. 
Penny Williams, Duta Besar Australia untuk Indonesia di Kediaman Duta 
Besar Australia (04/01/24). 
 
Dalam kegiatan tersebut, kedua pihak membahas penguatan kerja sama 
bilateral antara RI – Australia dalam berbagai bidang termasuk kerja sama 
antar – parlemen serta update situasi terkini politik Indonesia dalam 
menghadapi Pemilu pada bulan Februari 2024. Selain itu, Ketua BKSAP 
DPR RI juga memaparkan agenda kegiatan BKSAP DPR RI dalam tahun 
2024. 
 

 

https://www.facebook.com/FadliZonPage?__cft__%5b0%5d=AZV7KV1Zj2GrBIRgWyHq2vpX4vY2UGpPeZ0Zwkt1nrE0UVFhxUzpiqr8-Uco7NLXzwtr__HwxeGIO297egxx4a1LNCHfL7aIWWx_VrF69STNgjpQjeBh8pbNBUD_TXHFMAl8utR5kQglTTvKaGZL-_tXIlEbnpCWnej8FY_npEEy-_bcfSLEkkJJS6XBKPn-Sz9XebwoycnwPnfg4pPt3b8W&__tn__=-%5dK-y-R
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Duta Besar juga mengapresiasi BKSAP dan DPR RI atas penerimaan yang 
baik pada penyelenggaraan sidang – sidang parlemen internasional di 
Indonesia (IPU, P20, AIPA & MIKTA) dan ke depannya diharapkan kerja 
sama antar -parlemen Indonesia – Australia dapat terus meningkat. 

8. KSR – BKSAP The 1st Session of the 
Committee on Palestine, 
APA di Tehran, Iran 
tanggal 10-11 Januari 
2024. 

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon 
memimpin delegasi ke Sidang Darurat ke-5 Parlemen OKI (Organisasi 
Konferensi Islam) atau PUIC (Parliamentary Union of OIC Countries) dan 
pertemuan perdana Komisi Khusus Palestina Parlemen Asia atau APA 
(Asian Parliamentary Assembly), Teheran, Iran 10-11 Januari 2024. 
 
Pada pertemuan perdana Komisi Khusus Palestina Parlemen Asia, Fadli 
yang juga Wakil Presiden League of Parliamentarians for Al Quds, 
organisasi global pro Palestina yang berbasis di Istanbul, menyampaikan 
urgensi penguatan Komisi dan langkah-langkah praktis yang harus segera 
dikerjakan. 
 
“Pertemuan perdana Komisi Palestina Parlemen Asia ini harus fokus pada 
dua hal utama. Pertama, penting untuk menjadikan komisi ini kuat dan 
bermanfaat bagi perjuangan bangsa Palestina. Kedua, penetapan 
program-program kerja yang nyata,” ungkap Fadli saat mengawali 
pidatonya di Teheran, Iran, 10-11 Januari 2024. 
 
Terkait penguatan Komisi, Fadli yang bertindak sebagai rapporteur ini 
menyampaikan lima fondasi. Di antaranya, yaitu penetapan visi dan misi 
yang kuat, tujuan dan sasaran spesifik disertai indikator kinerja, penentuan 
skala prioritas, pemanfaatan teknologi dan inovasi terkini, dan networking 
yang kuat. 
 
Tak hanya itu, Fadli menyampaikan empat proposal program kerja sebagai 
agenda yang dapat dilakukan dalam waktu dekat oleh Komisi Palestina 
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APA. “Pertama, kami meminta pembentukan special mission untuk 
berkunjung ke negara-negara yang berbatasan dengan Palestina seperti 
Mesir, Suriah, dan Yordania untuk memastikan bantuan kemanusiaan ke 
Gaza tanpa hambatan,” usulnya. 
 
“Kedua, kami mendesak anggota APA kompak mendukung Palestina 
melalui komisi ini. “Ketiga, mempertimbangkan pembentukan lembaga 
dana untuk rekonstruksi Gaza. Keempat, memfasilitasi pelatihan dan 
lokakarya rutin yang berfokus pada topik-topik spesifik khususnya terkait 
pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat Palestina,” pungkas 
Fadli. 

9. KSI - BKSAP Extraordinary Meeting of 
the PUIC Palestine 
Committee (at the level of 
Speakers) di Tehran, Iran 
tanggal 10-11 Januari 
2024. 

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon 
memimpin delegasi ke Sidang Darurat ke-5 Parlemen OKI (Organisasi 
Konferensi Islam) atau PUIC (Parliamentary Union of OIC Countries) dan 
pertemuan perdana Komisi Khusus Palestina Parlemen Asia atau APA 
(Asian Parliamentary Assembly), Teheran, Iran 10-11 Januari 2024.  
  
Hadir para Ketua Parlemen Negara-Negara OKI dan sejumlah delegasi 
Parlemen negara-negara Asia. Dalam pertemuan maraton tersebut, Fadli 
Zon mengusulkan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan 
Parlemen OKI dan Parlemen Asia dalam upaya mendukung perjuangan 
bangsa Palestina. 
  
“Ini bukan pertemuan pertama, sementara situasi di Palestina terus 
memburuk. Tak boleh sekadar business as usual. Rakyat Palestina 
menunggu langkah konkret kita,” ujar Fadli. 
 
Lebih lanjut, Fadli menyampaikan situasi di Palestina yang sangat 
mengerikan. Diungkapkannya, lebih dari 70 persen korban meninggal 
adalah anak-anak dan perempuan, lebih dari 70 persen infrastruktur sipil di 
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Jalur Gaza hancur total, bayang-bayang ancaman kelaparan, dan rata-rata 
jumlah anak yang terbunuh setiap hari di Jalur Gaza lebih dari 100. 
  
“Data-data kekejaman Israel luar biasa tak ada bandingan preseden 
kejahatannya di abad ini. Kita tak punya cukup waktu untuk sekadar 
berdiskusi. Yang benar-benar dibutuhkan saat ini adalah langkah-langkah 
konkret sebagai Parlemen,” desak kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. 
  
Maka, Fadli mengusulkan langkah-langkah konkret, antara lain Parlemen 
OKI memberikan dukungan penuh atas permohonan Afrika Selatan di 
Mahkamah Internasional, mendorong Palestina menjadi anggota penuh 
PBB, menolak normalisasi dengan Israel, mendukung gerakan isolasi 
Israel dari interaksi antarnegara melalui kampanye BDS dan mengirim 
surat resmi ke Inter-Parliamentary Union (IPU). 
  
Tujuannya, tegas Fadli, yakni untuk mendesak penangguhan keanggotaan 
Israel, menyampaikan kecaman keras atas standar ganda dan hipokrit 
sejumlah negara Barat, mendesak reformasi PBB, dan menetapkan Israel 
sebagai negara teroris dan rezim apartheid. 
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1. DPRD Kabupaten 

Berau 

Menerima audiensi tanggal 12 Desember 

2023. 

Koordinasi/Konsultasi terkait kode etik DPR RI dan tata 

beracara MKD. 

 

2 DPRD Provinsi 

Kalimantan Timur  

Menerima audiensi tanggal 13 Desember 

2023. 

Dalam rangka koordinasi tugas dan fungsi Badan 

Kehormatan DPRD Prov. Kalimantan Timur. 

 

 

 
 

***** 


